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Abstrak

Penglitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman dari tangeal 24 April
2006 sampai 24 Mei 2006, Tujean penelitian adalsh untuk mengetzhui beraps
jumlah peternak vang melakukan perseduazn ternak sapi di Kabupaten Padang
Farieman, uniok mengetahui prmsedur persedusan termak sapi den dibandingkan
dengan pasal 17 Undang-undang Momor 7 Tahun 1967 sema Kepmentan Nomos
A1 WRpts OT. 2102001, unwk mengetshui ssjauhmana Dinas terkail memberi
srahan tentang prosedur perseduaan termak sapi, dan untuk mengetabui tingkat
pengelshuan peternak dalam memelihara termak sapi. Metode penclitian vang
digunakan adalah meteds survai, Pengambilan sampel digunakan teknik guous
berlshop. Responden penelitian berjumlah 78 arang, Datz diolzh denzan
menggunakan analisa desknptif. Dari hasil penelitian diketalei dari sermoa
peternak sapi vang ada didaerah penelitian lehih sepamhnya  (60.26%) adalzh
peternak pemelikara’pengzgaduh, Prosedur bagi hasil vang dilakukas petemak
jancka wakio tdak ditentokan dan pembagian hasil yang diterima gntara pemilik
dan pemelthara masing-masingnya mendapat 30%. dimana prosedur begi hasil
viang dilakekan petemaX belum sesvai dengan pasal 17 Lindang-undang Momor &
Tahun 1967, tentang Lindang-undang Pokok Petermakan dan Kesehatan Hewan.
Kepmentan  Nomor £1WEpsOT 210072001,  tenteng Pedoman Umum
Penycbaran dan Pengembangan Ternak, Bab IV tentang pengembalian tenak
(pasal 19), dan Tambahan Lembaran Megara Nomor 2824 Tahun 1967 (Penjelasan
Undzng-endang Nomor 6 Tahun 1967, pasal 17} Selama ini peternek tidak
peenah memperolzh arghan dan dings atow instansi terkait di kebupaten Pedang
Paraman mengenal perseduaan vang dilakuken petemak, Penaoetzhuan peternak
pemelibara techadap 1zkniz betemak masih pendah (41,79%),

kata Kunct - Prosedur. Perseduaan. Undang-undang
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L. PENDAIIULUAN

1.1. Latar Belakanp

Ternak szpi pad: umumnva tersebar dipedesaaan vang dipelihara oleh
peteni sebagai usaha sambilan, disamping vsaha pertanian sebagai usahs pokok,
karena usaha peremnakan masih menvatu denpan uszha portanian.

Ternak sapl, khususnva sapi potong merupakan salah satu sumber
penghasil bahan mekanan berupa daging vang memiliki milar gizi tinge, dan
penting arlinye didalam kehidupan masvarakat.

Fungsi ternek sapi bagi petani adalah sehagal tabungan, dimana sewaktu-
wakty dapat dijual untuk memenvhi kebutuben keuangan, sebopai enaga
pembanty mengolah tanch perianian (pemarik bajok), untuk lenaga transporntasi
(penarik  perohak), penghasil pupuk (kotorannva dijadikan unmuk  pupok),
disamping itu juga berfungsi sehagni nilai sesial ditengah moesyvarakat (bag
masyvarakol vang mempunya ternak sapl dinilai lebib dar vang tidak punye temak
sapi dalam lingkengan petani),

Femhengunan peternakan adalzh bagian pembangunan naesional vang
bertujuan untuk meningkotkon taral hidup petzni ternak, disamping  untuk
memenuhi kepertuan bahan makanan vang berasal dari teenak.

Untuk  mencapai  twivan  tersebut  pemerintah  benwpava  melakukan
perbaiken dan  pepingkatan dientoranya pecbaikan hasil perkembangbiakan,
perhaikan mutu temak. peningkatan pengolahan atau indwsin hasil temak,
pengwilavehan termak dan penpinghatan kesehatan ternak, (Undang-undang
Momor & Taehun 1967, 12ntang Undunp-undang Pokok Peternakan don Besehatan

Hewan).



Usaha tersebut tidak saja dilaksamakan oleh pemerintah semata, 1etapi
pemeriniah mendorong peran serta swasta dan masvarakel sehinppa terlaksana
swadaya masvarakat. Untuk meningkatksen hasil perkembangbizkan, pemerintah
mengusahekan  agar  sebanyvak  mungkin maswvarakat  menyvelenggarakan
peternakan. Seleh satu useha dalam penyvebaran dan pengembangan temak adalah
melalui perseduaan atan sistem bagi hasil

Berusaha dibideng peternakan sudeh dipastikan akan ada hubungen satu
semi lainnya, baik perorangan maupun entara badan hukum. Dalam hubungan
perseduaan temok akan ada hobungan antara pemilik temak dengan pemelibara
ternak. Untuk ity pemerintah mengatur bagi hasil ternak dan persewaan ternak
pada pasal 17 Undang-undang Nemor & Tahun 1967, Undang-undang Pokok
Feternahan dan Keschatan Hewan, Pasal 17 ini merupakan tndak lanjet dari dari
pasal 3 tenlang pencegahan unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain,
dimana pemilik tidak boleh semena-mena mengambil teenaknya pada pemelihara,
Sehingga pesal 17 undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 inj dapat melindungi
pemelihara ternak dolam benmk seduazn,

Dalam keputwsan Meateri Peranian Nomor 417V Kps 0T 21007/2001,
wntang Pedoman Umum Penvebaran dan Pengembangan Temak. bagi hasil
disebut dengan istilah carz gaduhan yeitu penggedoh yeng memchihara temak
sedanghan vang menverahkan ternak dischut pemilik

Dan hasil surval pendabuluan di kabupaten Padane Pariaman vane terdii
dari 17 kecamatan, ditemui 33.731 ekor jumlah ternak sapi dan 21,929 jumlah
peterrak. kemudien juga ditemui sehagian petani temak melakukan bhagi hasil

untuk mendapatkan termak vang dipelinranva.



V. KESIMFULAN DAN SARAN

1. Kezsimpulan

Berdasarkan hasil yang diperaleh dari pelaksanaan penelitian ini, maka
dapat disimpulkan hal-hal schagai berikus
I, Dari semua peternak sapi yang ada diaderash penelitian lebih separuhnya
{60.26%) adalah peternak pemelihara/pengeadub.
2. Prosedur bagi hasil vang dildkukan peternak jangka waktu tidak ditentukan dan
pembagian hasil yang diterima antara pemilik dan pemelihara masing-masingnya
mendapat 30%, dimana prosedur bagi hasil vang dilakukan peternak belum sesuai
dengan pasal 17 Undang-undang Nomaor 6 Tahun 1967, tentang Undang-undang
Pokok  Pewernaken  dan  Kesehatan  Hewan,  Kepmentan  Momor
AN TRpts 012172001, tentang  Pedoman  Umum Penvebaran  dan
Pengembangan Temak, Dab IV tentang pengembalian ternak (pasal 19), dan
Tambahan Lembaran Negara Nomoer 2824 Tahun 1967 (Penjelasan Undang-
unclang MNomor & Tahun 1967, pasal 17).
3. 5Selama ini peternak tidak pernal mempercleh arahan dari dinas atau instansi
terkait di kabupaten Padang Pariaman mengenai perseduasn yeng dilakukan
pelemuk.
4. Pengetahuan peternak pemelihara terhadap teknis beternak mesih rendah

(41.79%%).
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